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  Skripsi yang berjudul Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan 
Tugas Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk 
Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 
Tahun 2016. Bertujuan untuk mengetahui dan memahami Fungsi Dan Tugas Badan 
Permusyawaratan Desa Di Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten 
Bojonegoro Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. 
Serta Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Wewenang Fungsi Dan Tugas Badan 
Permusyawaratan Desa Di Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten 
Bojonegoro. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
yuridis empiris yang bersifat deskriptif.Menggunakan tehnik pengumpulan data 
berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, sebagai bentuk dari field research 
(penelitian lapangan).Adapun data-data primer maupun sekunder yang berhasil di 
kumpulkan dan diolah secara kualitatif.   
  Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BPD dalam istilah Siyasah 
Dusturiyah sebagai ahlul hali walaqdi yaitu fungsinya sama dengan lembaga yang 
bertugas membuat undang-undang dan sebagai pelaksana dari pemerintahan desa 
yang memunyai hak-hak sebagai ulil amri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 110 Tahun 2016, BPD di desa pagerwesi belum maksimal dalam 
menjalankan fungsi dan tugasnya dengan semestinya. Adapun fungsi dan tugas 
BPD desa pagerwesi yang masih lemah dalam menjalankanya yaitu dalam 
menyepakati serta membahas rancanagn peraturan desa, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan terhadap kepala desa.Fungsi 
dan tugas BPD di desa pagerwesi belum berjalan dengan maksimal dikarenakan 
keterbatasanya pengetahuan, tingkat pendidikan serta sumber daya manusia. 
  Penelitian ini merekomendasikan agar fungsi dan tugas BPD di desa 
pagerwesi,  dalam pencalonan sebagai anggota BPD diharapkan benar-benar 
memperhatikan dari segi sumber daya manusia. Dengan memperhatikan kriteria 
pengalaman, serta tingakat pendidikan yang memadai.Agar dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya sesuai yang di harapkan.Serta BPD jangan ragu dalam 
melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, karena sudah semestinya 
daalam fungsiBPD melakukan pengawasan tersebut. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Desa merupakan bagian dari unit lembaga terkecil pemerintahan di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.Selain itu, Desa juga termasuk tata 
pemerintahan berada pada hirarki terendah dan merupakan ujung tombak dari 
pemerintahan, kondisi ini dikarenakan pemerintahan desa sangat berdekatan 
langsung dengan masyarakat. 
Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian dari 
sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa mempunyai kewenangan 
sepenuhnya untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat. 1Sebagaimana dalam prinsip dasar pembagian kekuasaan badan 
Eksekutif perlu dibantu serta dituntut untuk bekerjasama dengan Legislatif, baik 
Pemerintah Pusat maupun Daerah tidak terkecuali pemerintah Desa.Dalam 
ruang lingkup pemerintahan Desa, Kepala Desa selaku pemimpin yang 
bertindaksecara langsung dalam menyelenggarakan pemerintahanyatidak 
bekerja sendiri.Kepala Desa diberi kemudahan dalam menjalankan 
pemerintahanya dengan dibantu oleh perangkat Desa dan lembaga 
 
1 Widjaya, Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet. 
Kedua, 2004), 3. 
 
































terkait.Seperti Badan Permusyawaratan Desa sebagai pendamping mitra kerja. 
Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai 
pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung 
dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mencapai 
tujuan Negara dalam membantu mengurus rumah tangganya sendiri, Desa diatur 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
yang berisi tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. Undang-undang tentang desa tersebut merupakam produk 
hukum guna untuk mencapai tujuan negara.Sunaryati Hartono mengkaji tentang 
“Hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan 
alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk 
menciptakan sistem hukum nasional guna untuk mencapai cita-cita bangsa dan 
tujuan negara.2 
       Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 1 
disebutkan bahwa:3 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
 
2 Moh Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 2. 
3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
 
































prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Yang dimaksud dengan unsur-unsur Desa yakni komponen-komponen 
pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen 
tersebut ialah: 
1. Wilayah Desa 
2. Penduduk atau Masyarakat Desa 
3. Pemerintah Desa.  
Wilayah desa terdiri dari beberapa unsur,yaitu:  
a) Tanah, darat atau daratan 
b) Air atau perairan (laut, sungai,danau, dan sebagainya) 
c) Angkasa (Udara).  
Penduduk suatu desa ialah setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk 
atau bertempat kedudukan didalam wilayah desa yang bersangkutan.Sedangkan, 
pemerintah Desa sebagai alat pemerintah merupakan satuan organisasi 
pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi 
ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah 
wilayah kecamatan yang bersangkutan.4Seperti pada pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah.Pemerintahan Desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh 
 
4 Taliziduhu Ndara, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 20. 
 
































lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan lembaga 
legislatif.Lembaga eksekutif dipegang oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan 
lembaga legislatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
       Tetapi yang terjadi selama ini, dalam proses penyelenggaraan 
pemerintah desa lebih terfokus pada lembaga pemerintah desa yaitu Kepala 
Desa dan perangkatnya. Padahal dalam aturan perundangan dinyatakan bahwa 
yangmenjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, 
melainkan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).BPD merupakan 
lembaga yang melaksankan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakian wilayahdi Desa 
tersebut.5 
Dibandingkan dengan Kepala Desa, lembaga BPD pada umumnya masih 
dinilai lemah belum dapat sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya 
dengan baik.Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakatnya, maka dibentuklah Badan Permusyawarata Desa 
(BPD) sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat.6 
 
5 Ombi Romli dan Elly Nurlia, “ Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 
Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten 
Pandeglang)” , Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3,No. 1, April 2017, ISSN: 2442- 5958 
6 Hanif Nurcholi, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Des, ( Jakarta: Erlangga, 
 
































Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan 
desa dengan fungsi dan tugasnya diharapkan mampu mewujudkan keselarasan 
pemerintahan dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus ada 
pengawasan dan keseimbangan.Dalam rangka meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pemerintahan desa menggunakan wewenang, pemerintah 
desa harus mengacu pada asas-asas pemerintahan yang baik.Kewenangan yang 
diberikan dalam mengatur rumah tangganya sendiri pemerintah Desa dilarang 
sepenuhya menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajiban.Kekuasaan 
kepala desa sebagai lembaga eksekutif di tingkat desa dan BPD sebagai 
lembaga legislatif untuk masyarakat yang keduanya sama-sama sebagai 
pengambilan keputusan, seharusnya dapat membangun sistem check and 
balance agar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan 
baik.  
Selain dari kepala desa dan BPD dalam pengambilan keputusan, 
masyarakat harus ikut serta dalam musyawarah desa untuk pengambilan 
keputusan sesuai dengan pasal 38 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.7Masyarakat 
desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa dan 
mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa dan juga dalam pengambilan 
 
2011), 77. 
7Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. 
 
































keputusan masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat 
lisan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.8 
Badan Permusyawaratan Desa(BPD) berfungsi membuat peraturan Desa 
bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 
melakukan pengawasan langsung kepada Kepala Desa sebagaimana yang telah 
di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 
31 yakni :9 
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa. 
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan 
c. Melakuan pengawasan terhadap Kepala Desa.  
       Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
memperjelas mengenai tugas Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 32: 
a. menggali aspirasi masyarakat 
b. menampung aspirasi masyarakat 
c. mengelola aspirasi masyarakat 
d. menyalurkan aspirasi masyarakat  
e. menyelenggarakan musyawarah BPD 
f. menyelenggarakan musyawarah Desa 
g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa 
h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan 
Kepala Desa antarwaktu 
i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa 
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa 
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah 
 
8 Ni’matul Huda, Hukum pemerintahan Desa, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 215. 
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016, Tentang Badan Permusyawaratan Desa 
 
































Desa dan lembaga Desa lainnya dan  
m. melaksanakantugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan.10 
       Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan permusyawaratan 
yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai 
jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus 
menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan). 
11Sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan 
masyarakat luas.Disinilah peran BPD sangat diperlukan dalam mengatasi 
permasalahan yang ada di masyarakat.Kehadiran BPD memberikan 
keberlangsungan demokrasi desa. 
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran sangat penting dalam 
menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkatan 
pemerintahan Desa.Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini 
(BPD) adalah kewajiban dalam menyerap aspirasi dan meningkatkan 
kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga di atur dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32. Disisi lain dalam tugasnya 
BPD menyelenggarakan musyawarah Desa bersama dengan Pemerintah Desa. 
Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku 
kepentingan yang ada di desa termasuk masyarakatnya dalam rangka 
 
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016, Tentang Badan Permusyawaratan Desa 
11 Sadu Wasistiono, dkk, Prospek Pengembangan Desa, ( Bandung: CV Fokus Media, 2007), 35. 
 
































menselarasakan hal yang dianggap penting dilakukan oleh pemerintah desa 
dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa. 
       Hasil ini, makaakan menjadi pegangan bagi perangkat pemerintah Desa 
dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya. Hasil musyawarah desa dalam 
bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah 
dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dalam 
menetapkan kebijakan pemerintah desa yang bersifat strategis meliputi:12 
a. penataan desa 
b. perencanaan desa 
c. kerja sama desa 
d. rencana investasi yang masuk ke Desa 
e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa 
f. penambahan dan pelepasan asset Desa.  





 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 
Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” 
 
12 Sirajudin, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, ( Malang: Citra Intrans Selaras, 2016),  
347. 
 
































       Tokoh Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam prespektifnyamemberikan 
pendapat mengenai ayat tersebut sebagai berikut:”Taatilah Allah dan 
beramalah dengan berpedoman kitab Allah dan taatilah Rasul, karena 
sesungguhnya dialah yang menerangkan kepada manusia tentang apa yang 
diturunkan Allah kepada mereka. Sesungguhnya telah berlaku ketentuan Allah 
bahwa para Rasul bertugas untuk menjalankan syari’at Allah untuk mereka 
yang beriman, dan juga para Rasul bertanggung jawab menjaga orang-orang 
yang beriman.Karena itu, Allah mewajibkan atau kaum muslimin untuk 
menaati rasul.13 
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kalau kita rujuk pada 
Siyasah Dusturiyah maka termasuk kedalam bagian dariAhlul Halli Wal 
Aqdiatau yaitu orang-orang yang mempunyai profesi dan kedudukan terhormat 
di masyarakat.Dalam hal ini, mereka memegang puncak pemerintahan umat 
Islam karena sumpah setia orang-orang yang memiliki kekuatan dan kemudian 
diikuti oleh umat Islam.14 
Dengan demikian sebenarnya rakyat yang menentukan nasibnya. Serta 
menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai Kepala Negara sesuai 
 
13 Ahmad Nuralif, “Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan 
Pembangunan dan Kesejahteraan Umum Studi Kasus Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten 
Bogor”,(Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah,Program Studi Jinayah Siyasah,2010). 
14 Ahmad Nuralif, “Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan 
Pembangunan dan Kesejahteraan Umum Studi Kasus Desa Pemagarsari Kecamatan Parang Kabupaten Bogor”, 
(Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Program Studi Jinayah Siyasah, 2010). 
 
































dengan kemaslahatan umat yang mereka inginkan. Selain sebagai badan yang 
mempunyai otoritas dalam mengangkat Khalifah,Ahlul Halli Wal Aqdi juga 
berfungsi sebagai mengontrol atas segala kebijakan dan tingkah laku Khalifah. 
Hal ini merupakan fenomena-fenomena yang telah terjadi di Desa Pagerwesi 
Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dimana fungsi dan tugas daripada 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dirasa sangat belum sesuai dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 ataupun 
Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  
Dari uraian di atas bahwasanya dikalangan masyarakat Desa Pagerwesi 
masih terdapat perbedaan pandangan tentang pelaksanaan fungsi dan tugas 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Hal ini menyebabkan realisasi 
pelaksanaan fungsi badan tersebut masih sering di salah artikan atau tidak 
dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, karena kurangnya pengetahuan 
dan pemahaman tentang fungsi yang di emban BPD. 
Berkenaan dengan hal di atas, BPD dalam tugasnya harus tanggap 
terhadap kondisi sosial masyarakat setiap keputusan yang dihasilkan 
diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi 
semua warga desa. Inisiatif dalam pembuatan Peratuan Desa baik datanya dari 
anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam 
rancangan Peraturan Desa.BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan 
 
































terhadap pelaksanaan peraturan desa berpedoman kepada kebijakan yang telah 
disepakati bersama yaitu program kerja, Anggaran Pemerintah Belanja Desa 
(APBDes), dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tujuan 
dilakukan pengawasan yaitu agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan 
dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan.Begitupula dengan 
pembangunan desa, pemerintahan desa belum melibatkan masyarakat dalam 
rencana pembangunan. 
Di Desa Pagerwesi, terdapat beberapa permasalahan mengenai Badan 
Permusyawaratan Desa, permasalahan yang menjadi perhatian di Desa 
Pagerwesi yaitu bagimana fungsi dan tugas BPD dirasa sangat kurang jelas. 
Anggota BPD yang terlah terpilih pun kurang begitu faham mengenai tugas 
dan fungsi yang akan mereka jalankan. Salah satu permasalahan yang saat ini 
berada di Desa tersebut yaitu BPD belum berjalan dengan baik. Hal ini 
ditunjukkan dengan masih terdapatnya persepsi di lingkup masyarakat yang 
menganggap bahwa BPD tidak menjalankan fungsinya, yakni fungsi 
pengawasan terhadap pelaksanaan program yang disepakati, maupun 
pengawasan terhadap Kepala Desa serta kurangnya pendekatan langsung ke 
masyarakat untuk meninjau sekaligus menggali aspirasi masyarakat yang akan 
ditampung dan disalurkan belum maksimal. Ketika masyarakat ingin 
memberikan masukan serta problem yang mereka alami kepada BPD, dari 
 
































anggota BPD seolah-olah tidak merespon dengan cepat dan tidak ditampung 
serta di cerna terlebih dahulu. 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa tersebut kurang 
mengadakan pertemuan ataupun musyawarah dengan masyarakat secara 
langsung. Padahal tugas dari BPD yaitu mengadakan pertemuan atau 
musyawarah dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi. Hal itu berarti 
dapat dikatakan BPD sebagai wadah untuk masyarakat mengaspirasikan 
pendapat dan keluhan-keluhanya.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang 
berperan aktif dalam pelaksanaanya, hal ini karena kurangnya musyawarah 
yang dilakukan antara BPD dengan masyarakat. 
Kurang aktifnya BPD dalam menjalankan fungsinya dikarenakan 
kurangnya pemahaman dari BPD mengenai tugas dan fungsi BPD dan 
kurangnya perhatian dari BPD untuk melaksanakan tugas-tugasnya.Selain itu 
kurang di libatkanya keseluruhan anggota BPD dalam pembuatan 
keputusan-keputusan Desa sehingga BPD tersebut kurang aktif. Sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa BPD memiliki 
wewenang untuk membuat Peraturan Desa dengan Perangkat Desa. Pembuatan 
semestinya dilakukan dilakukan oleh keseluruhan anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu bentuk konstribusi yang 
dilakukan oleh BPD, namun hal tersebut belum dilakukan oleh Badan 
 
































Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagerwesi. 
Selanjutnya permasalahan yang terjadi akibat kurang aktifnya anggota 
BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dari 5 anggota BPD yang aktif 
dalam berkomunikasi, dapat dihitung 1 atau 2 dikatakan bekerja sendiri tanpa 
adanya koordinasi dengan anggota yang lainya.  
Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa masih kurang 
efektif, BPD tidak memberikan pengawasan dengan baik.Ketika adanya 
pembuatan program pembangunan yang dilakukan oleh Desa, hanya ketua 
BPD yang dilibatkan untuk mengkaji program tersebut tanpa melibatkan 
keseluruhan anggota BPD.Akibatnya anggota BPD yang lainya hanya sebagai 
pendengar tanpa adanya keterlibatan mereka semua dalam pembuatan program 
yang dijalanan pemerintah, apakah pembangunan tersebut terealisasi atau 
dapat dikatakan BPD hanya memastikan bahwa rencana pembangunan yang di 
buat telah terealisasikan. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan BPD tidak 
memantau dengan menyeluruh sehingga kurangnya pengawasan dari BPD 
dalam pelaksanaan pembangunan Desa.Seharusnya pengawasan yang 
diberikan BPD tidak hanya sekedar melihat pembangunan tersebut 
dilaksanakan atau tidak. Tetapi memantau setiap proses berjalanya 
pembangunan sampai pembangunan tersebut selesai. Sehingga BPD 
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi ketika pembangunan tersebut 
 
































dilakukan untuk dijelaskan dalam laporan pelaksanaan pembangunan yang 
disusun oleh BPD.Disisi lain BPD juga sangat kurang dalam pengawasan 
terhadap Kepala Desa di Desa Pagerwesi. 
Maka fokus utama dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 
BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di Desa Pagerwesi Kecamatan 
Trucuk Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 110 Tahun 2016 berdasarkan tinjauan Siyasah Dusturiyah  yang 
berdampak terhadap pertumbuhan pemerintahan desa terutama terhadap fungsi 
dan tugas BPD. Tinjauan Siyasah Dusturiyah serta Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dijadikan kajian dan pembahasan yang 
kaitanya dengan pentingnya mengimplikasikan fungsi, tugas, hak dan 
kewajiban kekusaan tersebut. Oleh karena itu penulis memilih tempat di desa 
ini yaitu karena mudahnya mengakses dan berkomunikasi di dalam tempat 
yang diteliti. Maka peneliti ingin mencantumkan kedalam judul skripsi 
yaitu :Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Wewenang Fungsi Dan Tugas 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pagerwesi Trucuk Bojonegoro 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Dari pemaparan yang sudah di tulis oleh penulis di atas, maka 
permasalahan penelitian yang penulis ajuka diidentifikasi permasalahanya 
 

































1. Keberadaan fungsi dan tugas BPD dalam sistem pemerintahan 
Desa terhadap, penyeleggaraan pemerintahan, pegawasa teradap 
Kepala Desa serta pembangunan untuk kemajuan desa. 
2. Pandangan masyarakat dalam pertumbuhan penyelenggaraan 
pembangunan,yang dilakukan oleh pemerintah Desa terhadap 
fungsi dan tugas BPD di desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk 
Kabupaten Bojonegoro. 
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD selama menjabat untuk 
melaksanakan fungsi dan tugasnya di desa Pagerwesi Kecamatan 
Trucuk Kabupaten Bojonegoro. 
4. Kedudukan BPD sebagai Ahlul Halli Wal Aqdiyang bertindak 
sebagai wakil umat. 
5. Kedudukan BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa terkait 
dengan fungsi dan tugas. 
Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus sesuai yang penulis teliti, 
maka penulis mengkaji lebih lanjut terhadap permasalahan penelitian yang 
diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis memberikan 
suatu batasan masalah agar tidak terlalu melebar pada inti pokok penelitan 
dalam bahasan masalah, yaitu sebagai berikut: 
 
































1. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Wewenang Fungsi dan 
tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pagerwesi 
Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. 
2. Tinjauan Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 
Tahun 2016 Terhadap Wewenang Fungsi dan Tugas Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pagerwesi Kecamatan 
Trucuk Kabupaten Bojonegoro. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas,dapat di identifikasi 
perumusan masalah yang hendak diajukan dalam penelitian ini diantaranya 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana wewenang fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di 
Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Menurut 
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016? 
2. Bagaimana Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap wewenang fungsi dan 





































D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian 
yang sudah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Sehingga terlihat 
jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan penggulangan 
atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada. 
1. Skripsi Nabila Puspita, Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Fungsi Kepala 
Desa Dan BPD Dalm Pelaksanaanan Pembangunan Desa di Desa 
Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dalam skripsi 
ini membahas tentang fungsi kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan 
pembangunan. 15 Membahas  Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam 
pelaksanaan pembangunan desa dimana dalam penerapanya kurang 
adanya asas tranparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan 
Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam 
menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang 
Desa. Serta membahas tentang Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 
fungsiKepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya 
secara umum. 
 
15 Khusnul Ma’rifat, “Aanalisis Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Badan 
Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gambiran Kecamatan Prigen 
Kabupaten pasurua”, (skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, Program Studi Hukum, Fakultas 
Syariah dan Hukum, Surabaya, 2019). 
 
































2. Skripsi Khusnul Ma’rifat tentang AnalisisFiqih Siyasah Terhadap Fungsi 
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa 
di Desa gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Dalam skripsi 
ini menggali tentang bagaimana pengawasan BPD terhadap pengelolaan 
dana desa. Antara lain fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa menurut UU No 6 Tahun 2014, 
Analisis Fiqih Siyasahterhadap Fungsi Pengawasan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa 
Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.16 
3. Skripsi Suyatmi, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 
Peyusunan Peraturan Desa studi kasus di Desa Pablengan Kecamatan 
Matesih Kabupaten Karanganya. Dalam skripsi membahas tentang 
peranan BPD dalam penyususnan peraturan desa.Peran BPD, dalam 
penyusunan peraturan desa yaitu peran BPD dalam penyusunan naskah 
akademik, peran BPD dalam penyusunan rancangan peraturan desa, peran 
BPD dalam pembahan peraturan desa, peran BPD dalam pengesahan 
peraturan desa, peran BPD dalam pengawasan di desa Pablengan 
 
16Nabila Puspita “Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desadan BPD Dalam Pelaksanaan 
pembangunan Desa”, (skripsi-UIN Raden Intan Lampung, Program Studi Hukum Tata Negara, 
Fakultas Syariah, Lampung, 2018). 
 
































Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.17 
Dari seluruh penelitian terdahulu yang membedakan adalahdari segi 
menggali sumber-sumber, yakni dalam penelitian penulis dengan judul analisis 
Siyasah Dusturiyah terhadap wewenang fungsi dan tugas Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk 
Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 
Tahun 2016. Sebuah penelitian yang belum penah di teliti oleh peneliti lain. 
E. Tujuan Penelitian 
Selaras dengan rumusan masalah yang telah di utarakan sebelumnya, 
maka tujuan penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui Analisis Siyasah Dusturiyahterhadap  
wewenangfungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa 
Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. 
2. Untuk mengetahui wewenang fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan 
Desa di Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016.  
 
 
17 Suyatmi, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peyusunan Peraturan Desa studi 
kasus di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar”, (skripsi-Universitas 
Muhammadiyah surakarta, program studi Pendidikan kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu pendidikan, Surakarta, 2012). 
 
































F. Kegunaan Penelitian 
Dalam penulisan penilitian ini,diharapkan mampu memberikan 
kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis: 
1. Secara teoritis  
       Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan 
memeperkaya pengetahuan tentang bagaimana tinjauan Siyasah 
Dusturiyah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa 
Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, 
penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai media dalam pengembangan 
potensi dan sumber daya oleh para peneliti dalam rangka memperdalam 
wawasan yang ada keterkaitanya dengan Hukum Tata Negara, khususnya 
pada praktek Pemerintahan Desa ataupun Badan Permusyawaratan 
Desa.Selanjutnya penelitian dapat menjadi tolak ukur bagi seluruh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) seluruh tanah air khususnya yang berada di 
Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. 
2. Secara praktis 
a. Bagi penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 
rujukanwawasan ilmu pengetahuan bagi ahli hukum, dan praktisi 
 
































hukum pada umumnya, serta penulis pada khususnya.Tentang fungsi 
dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
b. Bagi Anggota BPD 
Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu untuk menjadi 
cakrawala keilmuan maupun pertimbangan dan pedoman.Sehingga 
mereka bisa menjalankan amanah yang telah diberikan baik tugas dan 
fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Udang-undang 
secara khusus, maupun nilai-nilai yang terdapat dalam ilmu 
keislaman. 
c. Bagi masyarakat dan khalayak umum 
Dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 
kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau perkembangan Desa 
masing-masing, khususnya mengenai fungsi dan tugas Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil dari masyarakat yang 
duduk di Pemerintahan Desa.Adapun masyarakat Muslim, khususnya 
penelitian ini bisa dijadikan sumber untuk mengukur sejauh mana 
kedudukan mengenai fungsi dan tugas Badan Permusyawaran Desa 
(BPD) di tempatnya masing-masing yang sejalan dengan konsep 
Siyasah Dusturiyah. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan terarah sesuai dengan 
judul yang di angkat dalam penelitian ini.Serta untuk memiminimalisir 
 
































terjadinya kesalahpahaman pembaca terkait dengan istilah yang dimaksud 
dalam judul Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Wewenang Fungsi dan Tugas 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk 
Bojonegoro Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 
2016.Maka peneliti perlu menjelaskan beberapa unsur variabel dalam penelitian 
ini, yakni:  
1. Dalam Siyasah Dusturiyah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
masuk kedalam ruang lingkup cabang ilmu Fiqh Siyasah yakni bagian 
legislasi yang memiliki fungsi dan tugas dalam hal ini disebut Ahlul 
Halli Wal Aqdimerupakan lembaga perwakilan yang memiliki fungsi 
menyepakati rancangan peraturan,  melakukan pengawasan, 
menggali serta menampung aspirasi dari masyarakat dan. Memiliki 
tugas salah satunya mengawasi jalanya pemerintahan yang ada di 
desa.18 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebenarnya untuk mempertegas 
dan memperjelas mengenai beberapa wewenang fungsi dan tugas 
BPD. Supaya mendorong BPD agar mampu menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan mendorong BPD dalam 
 
18 Prof. H. A. Djazuli, Fiqih Siyasah, “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 
Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2014), 47.  
 
































mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.19 
3. Wewenang fungsi dan tugas BPD, Jika diartikan satu persatu fungsi 
mempunyai arti perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu 
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembanguna 
nasional. Sedangkan tugas yaitu pekerjan yang wajib dikerjakan atau 
yang ditentukan untuk menjadi tanggung jawab.  
4. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
diterapkan secara demokratis. 
H. Metode Penelitian  
1. Jenis penelitian  
       Jenis penelitianyang digunakan adalah penilitian yuridis empiris, yaitu 
metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti atau menjelaskan tentang 
kaidah atau norma hukum yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran 
berdasarkan apa yang terjadi di lapangan serta apa yang terjadi dalam 
kenyataan masyarakat,20 dengan objek penelitian terutama yang berkaitan 
dengan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa 
 
19Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. 
20 Nasution, Metode Research, (Penelitian Ilmia). (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 113. 
 
































Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. 
2. Data yang Dikumpulakan 
Semua data yang diperoleh bersumber dari lapangan lagsung yaitu 
pihak-pihak yang terkait dengan pemerintahan Desa, Kepala Desa maupun 
tokoh masyarakat.Selain itu juga menggunakan penelitian pustaka. Penelitian 
pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, menggali dan memperlajari 
peraturan perundang-udangan dan bahan buku lain yang berkaitan dengan 
objek penelitan.   
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dapat di 
pilahkan kedalam data primer dan data sekunder. 
a. Sumber data primer yakni sumber data yang diperoleh langsung dari 
sumber pertama atau sumber aslinya. Data ini diperoleh dari pemerintahan 
Desa maupun tokoh masyarakat Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk 
Kabupaten Bojonegoro mengenai fungsi dan tugas Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). 
b. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 
melalui buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan fungsi dan tugas Bada Permusyawaratan Desa (BPD).  
a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
 
































b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintah Daerah. 
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah. 
e. Undang-Undang No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. 
f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Negara 
g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 
h. Konsep FiqhSiyasah Dusturiyah 
4. Teknik Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu penelitian 
lapanga, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode 
pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Pengamatan (observation) 
  Pengamatan (observation) merupakan teknik pengumpulan data 
dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat 
terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu 
dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. 21  Yaitu 
mengamati Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagerwesi 
Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan 
 
21 Burhan Ashshofa, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 26.  
 
































informasi mengenaifungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa 
beserta Undang-undang atau Peraturan lain. 
b. Wawancara  
  Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi yang bertatap muka 
secara langsung ketika seseorang yakin pewawancara mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 
jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada 
seorang responden.22 Melalui metode wawancara ini bertujuan untuk 
memperoleh data dengan cara memberikan petanyaan kepada informasi 
untuk responden. Wawancara dapat dilakukan dengan cara mengajukan 
pertanyaan secara spontan ataupun dengan menggunakan pedoman 
wawancara kemudian peneliti mencatat dan merekam hasil wawancara 
dengan informan. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai yaitu Badan 
Permusyawaratan Desa, Masyarakat dan Kepala Desa Pagerwesi. 
c. Studi Pustaka 
  Studi pustaka merupakan salah satu cara mengumpulkan data 
yang digunakan dalam suatu penelitian lapangan. Cara ini dilakukan 
guna memperoleh data dari sumber baik dari buku-buku maupun yang 
lain dengan berhubungan penelitian karya tulis ilmiah.23 
 
22 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), 118. 
23 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107. 
 
































5. Teknik Pengolahan Data 
  Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan 
analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dengan 
menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, tidak tumpang 
tindih dan efektif sehingga memudahkan data. Adapun teknik pengolahan 
data yang digunakan sebagai berikut: 
a. Editing adalah memeriksa dan mengidentifikasi data-data yang didapat, 
baik dari segi kelengkapan, serta kejelasan makna yang diperoleh dari 
proses penelitian, seperti hasil wawancara dengan subyek penelitian 
yang telah didapat di lapangan. 
b. Coding adalah proses peninjauan atas data-data yang telah terkumpul, 
untuk membedakan antara data yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan 
permasalahan yang diangkat dan dianalisis oleh penulis, sehingga 
membentuk klasifikasi yang tepat dalam materi pembahasan. 
c. Organizing adalah perencanaa penelitian yang akan dilakukan hingga 
proses peninjauan dan interview atas obyek penelitian yaitu tentang 
fungsi dan tugan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna 
mendapatkan data konkret dari lapangan. Serta memilah-memilih dan 
menyusun kembali data-data yang terkumpul untuk di analisis.24 
 
24 Lexy j. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1993),  
104-105. 
 
































I. Sistematika Pembahasan 
 Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya hanya 
terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan lainnya. 
Sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam suatu kesatuan yang utuh 
dan benar dari judul “ Aanalisis Siyasah Dusturitah Terhadap Wewenang Fungsi 
dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pagerwesi Kecamatan 
Trucuk Kabupaten Bojonegroro menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 110 Tahun 2016. 
 Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang 
uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
 Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori konsep Ahlul Halli Wal 
Aqdidari Siyasah Dusturiyah dari sejarah, pengertian dan syarat terhadap Ahlul 
Halli Wal Aqdibeserta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa. 
 Bab ketiga, tentang fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di 
Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. 
 Bab keempat, menjelaskan tentang analisis siyasah dusturiyah terhadap 
fungsi dan tuga Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pagerwesi Kecamatan 
 
































Trucuk Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 110 tahun 2016. 

















































KONSEP AHLUL HALLI WAL AQDI SERTA TUGAS  
DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 
 
A. Sejarah Ahlul Halli Wal Aqdi 
 Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi pertama kali muncul dalam masa 
Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, sebelum 
kewafatannya menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk 
memilih Khalifah setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, 
Saad bin Abi Waqash, Abdu al- Rahman bin Auf, Zubair bin Al- Awwam, dan 
Thalhah bin Ubaidillah serta Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hanya 
bertindak sebagai penasihat, dan tidak berfungsi sebagai calon.25 
Kemudian musyawarah diwujudkan oleh khalifah Umar bin Khattab 
menjadi majelis atau lembaga tertinggi sebagai lembaga pemegang 
kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Setiap keputusan dan 
peraturan yang dibuat pada masa pemerintahannya diproses melalui 
musyawarah.Pada masa pemerintahannya dibentuk dua badan penasehat 
atau syura.Badan penasehat yang satu merupakan sidang umum, yang 
diundang bersidang bila Negara menghadapi bahaya.Sedang yang lainnya 
 
25 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 28 
 
































adalah badan khusus yangmembicarakan masalah rutin dan 
penting.Bahkan masalah pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil serta 
lainnya dibawa ke badan khusus ini dan keputusannya dipatuhi.26 
 Khalifah Umar mempunyai satu cara musyawarah yang belum 
pernah dilakukan sebelumnya, yaitu terkadang apabila menghadapi 
suatu masalah pertama maka akan dibawa ke sidang musyawarah 
umum yang dihadiri oleh kaum muslimin untuk mendengarkan 
pendapat mereka. Kemudian masalah yang sama dilanjutkan ke sidang 
khusus yang dihadiri oleh para sahabat Nabi yang senior dan sahabat- 
sahabat cendikiawan untuk mendengarkan pendapat mereka yang 
terbaik. 
Umar juga pernah mengizinkan penduduk bermusyawarah 
untuk memilih calon yang pantas dan jujur menurut pendapat mereka. 
Hal ini terjadi ketika beliau hendak mengangkat pejabat pajak untuk 
Kufah, Basrah dan Syria.8 Setelah Umar wafat, lembaga Syura yang 
dibentuk oleh Umar segera melakukan rapat untuk menentukan pengganti 
Umar sesuai dengan amanah Umar bin Khattab. 
Utsman dalam memerintah juga mengedepankan musyawarah 
namun tindakannya cenderung menjurus nepotisme sehingga menjadi 
 
26 Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam. (Jakarta: Amzah, 2005), 78-79. 
 
































bumerang bagi dirinya sendiri di kemudian hari. Hanya pada saat 
pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah untuk menggantikan 
Utsman lembaga Syura yang dibentuk oleh Umar tidak lagi mengadakan 
musyawarah, namun pengangkatan Ali dilakukan melalui musyawarah 
oleh orang terdekat dengan keluarganya, namun dalam pemerintahannya 
Ali juga mengedepankan musyawarah sebagaimana yang telah dilakukan 
oleh pendahulunya.27 
Paradigma pemikiran ulama fikih terdahulu merumuskan istilah 
Ahlul Halli Wal Aqdi didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah, 
pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua 
golongan, yakni Ansar dan Muhajirin.Oleh ulama fikih sering disebut 
sebagai Ahlul Halli Wal Aqdi yang bertindak sebagai wakil 
umat.Meskipun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara langsung, 
atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan 
agama.Akan tetapi kedua tokoh tersebut tetap mendapat pengakuan dari 
umat. 
 Ahuul halli wal aqdi sendiri baru mulai terbentuk pertama kali pada 
zaman pemerintahan Bani Umaiyah yang berada di Spanyol, yakni Khalifah 
al- hakam II 961 sampai 976 Masehi.Dalam pembentukan disebut tersebut 
 
27 Sayuthi J Pulungan, Fikih Siyasah,... 150. 
 
 
































dikenal dengan majelis syura yang beranggotakan tokoh terkemuka Negara 
dan sebagian lagi pemuka masyarakat.Kedudukan anggota majelis syura ini 
setingkat dengan pemerintahan, dimana Khalifah sendiri bertindak langsung 
menjadi ketua lembaga tersebut.Jadi dalam masa daulah Bani Umaiyah II yang 
berada di Spanyol menghidupkan lagi lembaga legislatif yang dulu teah hilang 
dalam sejarah Islam sejak zaman Muawiyah berkuasa di Damaskus.28 
Dalam kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai 
pelaksana dalam majelis syura yaitu Ahlul Hali Wal Aqdi.Pada zaman 
khulafaurrasyidin, pembentukan lembaga ahlul hali wal aqdi sangat perlu 
dalam pemerinahan Islam karena banyak permasalahan kenegaraan yang 
timbul pada masa itu.Sehingga harus diputuskan secara bijak demi 
menciptakan kemaslahatan umat Islam. 
 Pada masa modern yang sekarang, dengan masuknya pemikiran 
politik barat terhadap Islam.Pemikiran tentang Ahlul Hali Wal Aqdi mulai 
berkembang.Para ulama siyasah mengemukakan betapa sangat pentingnya 
pembentukan Lembaga Perwakilan Rakyat atau DPR/MPR dari kehendak 
rakyat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berada di 
lingkungan mereka. 
 
28 Muhammad Iqba, Fiqih Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2001), 142. 
 
































B. Pengertian Ahlul Halli Wal Aqdi 
 Istilah Ahlu Halli Wal Aqdi barasal dari tiga suku kata, yaitu ahlun, 
hallun dan aqdun.Kata اااberarti ahli atau famili atau keluarga, sedangkan 
kata اا berarti membuka atau menguraikan, sementara kata اااmemiliki 
arti perjanjian.Dari ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah 
kata yang mempunyai arti “Orang-orang yang mempunyai wewenang 
melonggarkan dan mengikat”.29 
Menurut Al-Mawardi, Ahlul Halli Wal Aqdidapat dikatakanharus 
melalui dua proses, yakni melalui proses pemilihan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi 
dan melalui proses penyerahan mandat oleh pemimpin sebelumnya. Ahlul 
Halli Wal Aqdi (Ahlul Ikhtiyar) yaitu orang-orang yang bertugas memilih 
pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat 
untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka.30 
 
Al- Mawardi tidak memberikan definisi secara langsung apa yang 
dimaksud dengan Ahlul Halli Wal Aqdi. Akan tetapi beliau hanya 
 
29 Suyuthi J Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2002), 66. 
30 Farid Abdul Kholiq, Fi Al-Fiqh As- Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy- Syura 




































memberikan beberapa pemaparan beberapa konsep baru dalam pengangkatan 
seorang raja, selain dari pada pemberian mandat yang telah berlangsung 
secara turun temurun dilakukan oleh dinasti Abbasiyah dan dinasti-dinasti 
sebelumnya.Mengingat betapa pentingnya kedudukan Ahlul Halli Wal Aqdi, 
maka Al- Mawardi memberikan syarat-syarat sebagai anggota Ahlul Halli 
Wal Aqdi. Yakni harus memenuhi tiga syarat berikut ini: 
1. Memiliki sifat ‘Adil yang mencakup semua syarat-syaratnya. 
 
2. Memiliki pengetahuan dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa 
yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada 
diri Imam tersebut. 
3. Memiliki pendapat (ra’yu) dan hikmah yang dengan keduanya 
dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta 
paling kuat dan pandai menguruskemaslahatan. 
Selanjutnya, Ahlul Halli Wal Aqdi harus mempunyai kredibilitas 
pribadi yang sangat tinggi, dan juga mempunyai ilmu pengetahuan yang 
membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk 
memangku jabatan Kepala Negara. Dengan syarat serta kebijaksanaanya, 
sehingga dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan 
Kepala Negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat 
kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. 
 
































Ahlul Halli Wal Aqdi yaitu orang- orang yang bertugas memilih 
pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat 
untuk di baiat (dinobatkan) oleh mereka.31 Ada beberapa pengertian Ahlul 
Halli Wal Aqdi diantaranya sebagai berikut:32 
1. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau 
disebut pula dengan istilah Ahlu al-Ijtihad dan Ahlu al-Ikhtiyar. 
2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan 
mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi 
orang- orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati 
nurani rakyat. 
 Istilah Ahlul Halli Wal Aqdi didefinisikan oleh ulama fikih dengan 
sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat, untuk 
menyuarakan hati nurani mereka.Dengan demikian, Ahlul Halli Wal Aqdi 
dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat 
dari berbagai latar belakang yang diberi kewenangan untuk memilih 
seorang khalifah atau pemimpin bagi umat Islam. 
 
 
31 Syaikh Said Abdul Azhim, Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi, terj, 
Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2005), 201. 
32 Al- Mawardi, Al- Ahkam AS-Sultaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat 
Islam, (Bekasi: PT Darul Falah, 2017), 12.   
 
































Khalifah atau pemimpin, dalam terminologi politik Ahlul Halli 
Wal Aqdi adalah dewan perwakilan rakyat (lembaga legislatif) sebagai 
representasi dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala 
negaraserta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat. 
C. Syarat-syarat Pemilihan Ahlul Halli Wal Aqdi 
 Syarat-syarat dalam pemilihan Ahlul Halli WalAqdi menurut Al- 
Mawardi, terdiri atas tiga syarat berikut ini:33 
1. Memiliki sifat adil yang mencakup semua syarat-syaratnya. 
 
2. Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui 
siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar 
pada diri Imam tersebut. 
3. Memiliki pendapat (ra’yu) dan hikmah yang dengan keduanya 
dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta 
paling kuat dan pandai menguruskemaslahatan. 
Ibn Taimiyah juga memberikan pendatanya tentang mengenai 
mekanisme sekaligus syarat-syarat pengangkatan Ahlul Halli Wal Aqdi, 
antaralain:34 
 
33 Al- Mawardi, Al- Ahkam AS-Sultaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat 
Islam, (Bekasi: PT Darul Falah, 2017), 3.   
34 Syaikh Said Abdul Azhim, Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi, terj, 
Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2005), 259. 
 


































b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu 
pengetahuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak 
memegang tongkat kepemimpinan. 
c. Ahli Ikhtiyar harus terdiri dari para pakar dan alhi 
manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas 
untuk memegang tongkat kepemimpinan. 
Dengan adanya syarat-syarat tersebut diharapkan mereka mampu 
menghasilkan keputusan yang benar-benar memberikan kesejahteraan dan 
kedamaian bagi umat.Dalam hal pemilihan Kepala Negara oleh kalangan 
Ahlul Halli Wal Aqdi telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab 
tentang berapa jumlah dewan pemilih yang dapat mengesahkan pengangkatan 
Kepala Negara. 
Al-Mawardi tidak memberikan pendapatnya sendiri berapa jumlah 
anggota Ahlul Halli Wal Aqdi yang ideal untuk menjalankan tugasnya. 
Al-Mawardi juga tidak menjelaskan bagaimana Ahlul Halli Wal Aqdi ini 
terbentuk, bagaimana proses rekrutmennya. Namun apabila kita melihat pada 
tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab, maka Ahlul Halli Wa Al 
Aqdi anggotanya dipilih atau ditentukan oleh seorang Khalifah atau penguasa 
tertinggi dengan jumlah anggota enam orang serta dalamkeanggotaannya 
 
































terdapat anggota yang bertindak sebagai pihak yang independen, hanya 
sebagai penasihat, dan tidak memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih.35 
Menurut Al-Mawardi, tugas Ahlul Halli Wal Aqdi terbatas pada dua 
hal, yaitu: 
a. Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala 
perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan 
atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses 
musyawarah. 
b. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang 
menyimpang dari aturan-aturan yang telahditetapkan. 
Selain dua hal di atas, lembaga Ahlul Halli Wal Aqdi juga memiliki 
wewenang untuk memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi 
kepentingan umat dan juga dilakukan secaramusyawarah.36 
 
D. Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Secara yuridis, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) secara terperinci telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau 
 
35 Al-Mawardi, Al-Ahkaamus-sulthaaniyyahwal-wilayatud-diiniyyah.AbdulHayyie al- Kattani, 
Kamaludin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, (Jakarta: 
Gema Insani Press, 2000), 20. 
36 Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2010), 184-185. 
 
































sering terbiasa sering disebut dengan naman lain lembaga yang 
melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan yang anggotanya merupakan 
waki dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokrasi.  
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsiuntuk membuat 
peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat, melakukan pengawasan langsung kepada Kepala Desa 
sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 yakni :37 
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa. 
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan 
c. Melakuan pengawasan terhadap Kepala Desa.  
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 juga 
menyebutkan bagaiman mekanisme mengenai tugas Badan Permusyawaratan 
Desa, terdapat pada pasal 32 yang menyebutan antara lain: 
a. menggali aspirasi masyarakat 
b. menampung aspirasi masyarakat 
c. mengelola aspirasi masyarakat 
d. menyalurkan aspirasi masyarakat  
e. menyelenggarakan musyawarah BPD 
f. menyelenggarakan musyawarah Desa 
g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa 
h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala 
 
37Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016, Tentang Badan Permusyawaratan Desa 
 

































i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 
Desa 
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa 
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa 
l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa 
dan lembaga Desa lainnya dan  
m. melaksanakantugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan.38 
Fungsi dan tugas yang dimiliki BPD terhadap peraturan yang 
mengaturnya memiliki beberapa sejarah terhadap pemerintahan desa terkait 
undang-undang dan peraturan yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meletakkan 
substansi otonomi daerah dalam hubungan pemerintahan  pusat dan 
pemerintahan daerah bertujuan demokratisasi sistem pemerintahan yang 
meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 
melalui tata kepemerintahan yang lebih cepat tanggap, akuntabel dan 
transparan melalui penyerahan bagian tugas pemerintah daerah. Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membagi wewenang pemerintah pusat 
dan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, 
danefesiensi. 
Dalam upaya meningkatkan derajat Undang-Undang otonomi daerah 
yang secara nyata bersifat nominal yang diterapkan sebagian dan/atau yang 
 
38 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016, Tentang Badan Permusyawaratan Desa 
 
































bertentangan dengan Undang-Undang menjadi sebuah konstitusi bersifat 
normatif yang diterapkan dan dipatuhi  secara  paripurna. 
Sebagai produk perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 
71 Tahun 2010 Tentang standar akuntansi pemerintahan dibentuk untuk 
menciptakan keadilan akuntansi, menciptakan ketertiban  dan  akuntabilitas 
keuangan berbentuk laporan keuangan bagi publik, membangun 
keseimbangan kekuasaan dengan pertanggungjawaban 
keuangannegaraantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerah, menghapus 
disharmoni APBN dan APBD, kepatutan keadilan alokasi  dana APBN dan 
APBD berbasis aspirasirakyat.39 
Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bertujuan 
membangun nilai luhur ketertiban kuasa anggaran dan perbendaharaan 
bersifat akuntabel, transparan dan demokratis, menciptakan keuangan negara 
aman, damai dan adil bagi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Maka UUD 
menentukan bahwa etensitas NKRI terbagi menjadi etensitas daerah provinsi, 
etensitas provinsi terbagi menjadi beberapa etensitas kabupaten dan kota. 
Etensitas kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri sesuai UU 
otonomi daerah dan tugas perbantuan melalui pembentukan peraturandaerah. 
Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 memberi 
 
39Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang standar akuntansi pemerintahan. 
 
































perlindungan eksistensi desa sebagai sebuah masyarakat memiliki asal-usul 
khas dan berhak mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri dan dengan 
sebutan desa (di pulau jawa dan Bali), desa negeri, nagari minangkabau, kota 
kecil, mukim, huta, sosor, kampung, dusun atau marga (Palembang), 
gampong (aceh) dan sebutan lain sebagai daerah otonom tingkat III.40 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 menjadi daerah otonom 
menjadi daerah otonom biasa dan daerah swapraja.41 Undang-Undang No.19 
Tahun 1965 melakukan penyeragaman desapraja dan pembentukan  daerah 
tingkatIII.KemudianTAPMPRIV/MPR1978tentangGBHNberisi rencana 
memperkuat pemerintahan desa agar semakin mampu mengerakkan 
masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan NKRI dan mampu 
menyelenggarakan administrasi kepemerintahan yang efektif melalui sebuah 
Undang-Undang tentang Pemerintah Desa. 
Undang-Undang No.5 Tahun 1979 adalah sebuah upaya menghapus 
otonomi desa, menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan 
pemerintahan desa sebagai sebuah kepemerintahan administrasi. 42 Desa 
berada dibawah kecamatan, kepala desa dibawah camat yang 
melakukanpemerintahan. 
 
40Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintah Daerah. 
41Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 
42Undang-Undang No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. 
 
































Reformasi melahirkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang 
berupaya mengutamakan pengalihan pengaturan desa dari tingkat nasional 
menuju tingkat daerah dari birokrasi keinstitusi masyarakat lokal, 
memberikan pengakuan keunikan dan keanekaragaman desa dengan nama 
lain sebagai masyarakat berkepemerintahan sendiri dan mandiri.43 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa desa adalah 
subyek hukum, negara mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum 
berdasar sejarah asal usul dan adat istiadat.44Desa adalah Self Governing 
Community berdaulat dan berbasis musyawarah bukan entitas otonom  yang 
disebut local self government seperti halnya kabupaten. Undang-Undang ini 
berupaya mempertegas otonomi desa, mengubah istilah BPD menjadi Badan 
Permusyawaratan Desa setara MPRNKRI. 
Sejak beberapa tahun terakhir sebelum awal tahun 2014, upaya 
pemerintah meningkatkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 
tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang 
pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa 
menjadi kelurahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 
2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan 
 
43Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. 
44Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
 
 
































Desa menjadi sebuah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
Falsafah Bhineka Tunggal Ika menguat tatkala Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 2014 mengakui dan melindungi keanekaragaman adat 
istiadat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur materi mengenai 
asas pengaturan desa, kedudukan desa dan jenis desa, penataan desa, 
kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban 
desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan asset desa, 
pembangunan desadan pembangunan kawasaan perdesaan, Badan Usaha 
Milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat 
desa, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu Undang-Undang ini juga 







































WEWENANG FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN 
DESA DI DESA PAGERWESI KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN 
BOJONEGORO 
A. Deskripsi Profil Daerah Penelitian  
 
1. Profil Desa 
Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, terletak 
di bagian Bojonegoro sebelah barat. Desa Pagerwesi berada di dataran 
rendah serta berdekatan langsung dengan sungai Bengawan Solo, dimana 
sungai Bengawan Solo tersebut merupakan sungai terpanjang di pulau 
Jawa.Desa tersebut merupakan daeah yang sangat strategis dengan keadaan 
tanahnya yang sangat subur serta terkenal dengan kawasan wisata yang 
baru diresmikan, yaitu Wisata Jambu Kristal. Adapun mengenai batas 
wilayah yang berbatasan langsung dengan Desa Pagerwesi sebagai berikut:  
a. Sebelah barat: Dusun Sembung Desa Kanten Kecamatan Trucuk 
Kabupaten Bojonegoro. 
b. Sebelah selatan: Berbatasan dengan Sungai Bengawan Solo Desa Mojo 




































c. Sebelah timur: Dusun Gampeng Desa Padang Kecamatan Trucuk 
Kabupaten Bojonegoro. 
d. Sebelah utara: Desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban 
Adanya beberapa wilayah yang membatasi Desa Pagerwesi 
tersebut. Keadaan masyarakat di Desa tersebut ketika ingin bepergian 
menuju beberapa tujuan, sangat di dukung dengan keadaan jalan raya Desa 
yang sangat memadai salahsatunya: 
a. Jarak tempuh Desa Pagerwesi menuju Kecamatan : 3 Km 
b. Jarak tempuh Desa Pagerwesi menuju Kabupaten/Kota : 10 Km  
2. Pembagian wilayah  
Desa Pagerwesi dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah yang merupakan 
warga asli Desa tersebut. Di Desa Pagerwesi terbagi atas 12 RT dan 2 RW 
yang meliputi: 
a. Di sebelah ujung barat terdapat RW 1 RT 1,2,3,4, dan 5. 
b. Di sebelah selatan terdapat RW 1 RT 6 dan 7. 
c. Di sebelah ujung timur terdapat RW 2 RT 8,9, dan 10. 
d. Di sebelah bagian utara terdapat RW 2 RT 11 dan 12. 
3. Presentase jumlah penduduk di Desa Pagerwesi 
Penduduk Desa Pagerwesi di huni oleh beberapa sejumlah kepala 
keluarga, dan ruang kepadatan penduduk terbilang sangat longgar tidak 
 
































begitu padat.Di Desa tersebut memiliki jumlah kepala keluarga pada tahun 
2019 sekitar 457 KK. Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Desa 
Pagerwesi  1072 laki-laki dan perempuan 842 orang. Sedangkan pada 
tahun yag lalu jumlah penduduk laki-laki berjumlah 1037 dan perempuan 
810 orang.   
Tabel 1 Data Penduduk Berdasarkan Jumlah Keluarga Desa Pagerwesi 










365 KK 72 KK 437 KK 
 
Dari sajian data tersebut penduduk yang berada di desa pagerwesi 
mayoritas paling banyak laki-laki. Mulai dari data yang dilakukan pada tahun 
2019 yakni laki-laki berjumlah 365 KK dan perempuan 72 KK sehingga total 
keseluruhan jumlah kepala keluarga pada tahun 2019 berjumlah 437 KK. Selain 
itu jika dilihat dalam perbandingan data jumlah kepala keluarga yang terbaru di 
tahun 2020 jumlahnya mengalami kenaikan signifikan yakni laki-laki 
berjumlah 370 KK dan perempuan 87 KK dengan jumlah total 457 KK. Dari 
 
































pemaparan data tersebut jumlah kepala keluarga yang berada di desa pagerwesi 
tiap tahunya mengalami kenaikan jumlah penduduk. Tentunya jika tiap tahunya 
mengalami peningkatan tentunya hal tersebut nantinya juga akan berdampak 
terhadap kepadatan penduduk desa. 
4. Potensi sumber daya manusia Desa Pagerwesi 
 Pentingnya sumber daya manusia dalam kegiatan mencapai suatu 
mekanisme kerja yang efisien dan efektif untuk mencapai sebuah tujuan baik 
di sektor pembangunan maupun potensi yang lainya.Sumber daya manusia 
merupakan asset terpenting dalam menunjang kemajuan desa.Desa 
mempunyai wewenang dalam melakukan pemberdayaan pemuda di desa. 
Untuk masyarakat Desa Pagerwesi tergolong ada beberapa kategori umur 
mulai dari usia anak-anak, remaja, dewasa dan juga lansia. 
Tabel 2 Data Tigkat Pendidikan 
Tingkat pendidikan Laki-laki Perempuan 
Usia 3-6 tahun yang belum 
masuk TK 
0 orang 0 orang 
Usia 3-6 tahun yang sedang 
TK/playgroup 
18 orang 26 orang 
Usia 7-18 tahun yang tidak 
pernah sekolah 
0 orang 0 orang 
Usia 7-18 tahun yang sedang 
Sekolah 
155 orang 83 orang 
Usia18-56tahunpernahSD 
tetapi tidaktamat 
0 orang 0 orang 
Tamat SD 226 orang 114 orang 
Usia 12-56 tahun tidak tamat 
SLTP 
0 orang 0 orang 
 
































Usia 18-56 tahun tidak tamat 
SLTA 
18 orang 36 orang 
Tamat SMP 186 orang 158 orang 
Tamat SMA 279 orang 183 orang 
Tamat D1 0 orang 0 orang 
Tamat D2 0 orang 0 orang 
Tamat D3 1 orang 3 orang 
Tamat S1 17 orang 11 orang 
Tamat S2 8 orang 5 orang 
Tamat S3 0 orang 0 orang 
Tamat SLB A 0 orang 0 orang 
Tamat SLB B 0 orang 0 orang 
Tamat SLB C 0 orang 0 orang 
Jumlah total 1527 orang  
  Data mengenai jumlah tingkat pendidikan di desa pagerwesi 
bervariasi.Mulai dari tingkat pendidikan TK/Playgroup sampai dengan jenjang 
pendidikan perguruan tinggi. Dapat dilihat data tersebut menunjukkan tingkat 
pendidikan desa pagerwesi paling banyak hanya sampai menampuh 
pendidikan di tingkat SMA berjumlah 462 orang, SMP 344 orang dan SD 340 
orang. Selain itu penduduk desa pagerwesi yang menempuh pendidikan 
sampai ke jenjang perguruan tinggi bejumlah 41 orang. 
Dengan adanya sumber daya manusia Desa Pagerwesi yang tingkat 
pendidikannya memadai tentunya dapat berpengaruh dalam meningkatkan 
ekonomi di Desa tersebut.Dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa 
Pagerwesi pada umunya bermacam-macam. Berikut mata pencaharian 




































Tabel 3 Data Pekerjaan Masyarakat Desa Pagerwesi 
No Pekerjaan Jumlah 
1 Petani 1272 
2 Karyawan Swasta 134 
3 Karyawan Pemerintahan 4 
4 Guru 7 
5 ASN (Aparatur Sipil Negara) 12 
6 Pengusaha 9 
  
Masyarakat Desa Pagerwesi pada umumnya suku asli Jawa. Sebagai 
masyarakat yang patuh pada pemerintahan , masyarakat Desa Pagerwesi 
mayoritas beragama Islam. Adapun yang beragama Khatolik 3 orang, tetapi 
masyarakat di Desa Pagerwesi hidup berdampingan dengan rukun dengan 
penuh rasa toleransi hingga sekarang. 
5. Sarana danprasarana 
Keberadaan sarana dan prasarana di Desa Pagerwesi sangat memadai, 
salah satunya yaitu sarana di sektor pendidikan yang berjumlah 3 gedung 




































Tabel 4 Data Sarana dan Prasarana di Desa Pagerwesi 
No Pekerjaan Jumlah 
1 TK/Playgroup 1 
2 Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah 1 
3 SDN 1Pagerwesi 1 
4 Masjid 7 
5 POLINDES 1 
 
Selain ditunjang adanya sarana di sektor pendidikan, di Desa 
Pagerwesi juga terdapat tempat beribadah.Kemudian sarana di sektor 
kesehatan terdapat Polindes yang menunjang masyarakat ketika ingin 
memeriksa kesehatan. Dilain sisi untuk menunjang perekonomian 
masyarakat Desa Pagerwesi terdapat kawasan wisata jambu kristal, 
tambang pasir dan tambang batu gunung.   
 Kemudian jika dilihat dari kondisi sosial budaya masyarakat Desa 
Pagerwesi terdapat kesenian tradisional dan musik yang paling populer di Desa 
tersebut, yaitu kesenian Reog dan musik religi Kiyai Keramat. Dari sisi agama, 
setiap RT  jugaterdapatrutinitasacara tahlil khusunya untukbapak-bapak dan 
ibu-ibu. Sedangkan untuk anak-anak disibukan dengan rutinitas mengaji setiap 
hari setelah maghrib di Majelis Ta’lim Asshofah 
 
































6. Srtuktur Pemerintah Desa Pagerwesi  
Table 5 Perangkat Desa Pagerwesi 
No Nama Jabatan Riwayat Pendidikan 
1 Moch Hufron  Kepala Desa SMA 
2 David Maulana Sekretaris Desa S1 
3 Turheni Bendahara Desa SMA 
4 Suparti Kaur Keuangan SMP 
5 Aris Zani Kaur Perencanaan SMA 
6 Tarsono Kepala Dusun SMA 
7 Setyo Utomo Kaur tata Usaha SMA 
 
 Berdasarkan sajian table di atas, Kepala Desa dan perangkat Desa 
Pagerwesi mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut: 
1. Kepala Desa berkedudukn sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang 
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu Kepala Desa 
bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
Adapun beberapa wewenang yang dimiliki Kepala Desa berdasarakan 
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tercantum pada pasal 26 yaitu:45 
 
45 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
 
































a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahandesa 
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkatdesa 
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan assetdesa 
d. Menetapkan peraturandesa 
e. Menetapkan APBDesa 
f. Membina kehidupan masyarakatdesa 
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakatdesa 
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. 
i. Mengembangkan sumber pendapatandesa 
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatdesa 
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakatdesa 
l. Memanfaatkan teknologi tepatguna 
m. Mengoordinasikan pembangunan desa secarapartisipatif 
n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa 
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
2. Sekretaris desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam bidang 
administrasi pemerintahan.46 
3. Kepala urusan (kaur) bertugas untuk membantu sekretaris desa dalam 
urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan. Kepala urusan ini dibagi menjadi 2yaitu:47 
a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan 
ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, 
 
46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 84 Tahun 2015, Tentang Sususnan 
Organisasi Dan tata Kerja Pemerintah Desa, pasal 7.  
47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 84 Tahun 2015, Tentang Sususnan 
Organisasi Dan tata Kerja Pemerintah Desa, pasal 8. 
 
































ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana 
perangkat desa, kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, 
inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum. 
b. Kepala urusan keuangan yang berfungsi seperti melaksanakan urusan 
keuangan seperti pengurus administrasi keuangan, dan administrasi 
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 
keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, 
dan lembaga pemerintahan desa lainya. 
c. Kepala urusan perencanaan berfungsi mengkoordinasi urusan perencanaan 
pemerintahan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja 
desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan 
monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. 
Table 6 Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
No Nama Jabatan Riwayat 
pendidikan 
1 Agus Hariyanto Ketua BPD SMP 
2 Agus Susilo Wakil BPD  SMA 
3 Hevi Kristiya Sekretaris BPD S1 




































 Ada beberapa program di Desa Pagerwesi tahun 2020 yang sudah terlaksana 
maupun masih dalam proses, meliputi: 
a. Program Terlaksana 
1. Pembentukan BUMDes 
2. Pembuatan Wisata Jambu Kristal 
3. Pembangunan gorong-gorong  
4. Pembangunan tandon PAM, saluran air bersih 
5. Pembangunan taman dan jalan desa 
b. Program dalam proses 
1. Pembuatan lapangan olahraga desa 
2. Pembangunan balai desa baru 


































































Dari bagan diatas diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
melakukan koordinasi dengan kepala desa untuk melakukan tugas dan 
fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga tertinggi 















Aris Zani  





































dibantu dengan sekretaris desa dan bendahara desa serta perangkat desa yang 
lainnya. Setelah itu dibawah kepala desa terdapat sekretaris dan bendahara desa 
yang akan membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. 
Kemudian terdapat 1 kasun dan 3 kaur, yaitu kaur perencanaan, kaur tata usaha 
dan kaur keuangan. 
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Terhadap 
Wewenang Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa 
Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada ditingkat desa sebagai 
mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.Badan 
Permusyawaratan Desa merupakan bagian wakil dari penduduk desa yang diberi 
kepercayaan oleh masyarakat, sebagai penjembatan untuk menyalurkan aspirasi 
masyarakat berdasarkan keterwakilan wilayah yang penunjukkanya dilakukan 
secara demokratis.Ditinjau dari peraturan yang berlaku, BPD sebagai lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa dengan mempertegas peran BPD 
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.48 
Pemerintahan desa berfungsi untuk menyelenggarakan kebijakan- 
kebijakan yang dibuat oleh kepala desa bersama BPD.Sebagai bagian dari sistem 
pemerintahan desa, pengukuhan dan pengesahan terhadap anggota BPD di Desa 
 
48Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, ( Malang: 
Setara Press, 2014), 76. 
 
































Pagerwesi dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota.Pengisian 
keanggotaan BPD dilakukan melalui mekanisme pemilihan secara langsung atau 
melalui musyawarah perwakilan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. 
Sesuai ketentuan yang berlaku dalam pasal 15 Peraturam Menteri Dalam 
Negeri Nomor 110 tahun 2016.Masa jabatan anggota BPD selama 6 tahun sejak 
penetapan tanggal dilantik serta ikrar pengucapan sumpah/janji dihadapan 
masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota. Masa keanggotaan BPD paling 
banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut49 
Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 
orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan 
kemampuan keuangan desa. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya anggota 
BPD Desa Pagerwesi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal (31) dan 
(32) yaitu: 
1. Fungsi anggota BPD 
a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama 
Kepala Desa 
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa 
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 
2. Tugas anggota BPD  
a. Menggali aspirasi masyarakat 
 
49Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016, Tentang Badan Permusyawaratan 
Desa. 
 
































b. Menampung aspirasi masyarakat 
c. Mengelola aspirasi masyarakat 
d. Menyalurkan aspirasi masyarakat  
e. Menyelenggarakan musyawarah BPD 
f. Menyelenggarakan musyawarah Desa 
g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa 
h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala 
Desa antarwaktu 
i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa 
j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa 
k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa 
dan lembaga Desa lainnya dan  
m. Melaksanakantugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Dalam penerapannya dilapangan, fungsi dan tugas Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk 
Kabupaten Bojonegoro kurang maksimal seperti yang tergambar dalam uraian 
berikutini: 
a. Keikutsertaan BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan 
peraturan desa bersama Kepala Desa 
Dalam fungsi dan tugasnya BPD diharuskan ikut serta membahas dan 
menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.Seperti membahas 
dan menyepakati perdes APBDesa dan RPJMDesa.Seharusnya di dalam 
pemerintahan desa dibahas dan disepakati membuat peraturan desa untuk 
memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Dalam Pasal 
69 UU  No.6  Tahun 2014 ayat (11) ditentukan bahwa peraturan desa dan 
 
































peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh 
sekretaris desa dan ayat (7) kepala desa memberi waktu paling lama 20 hari 
sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.50 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagerwesi masa jabatan 
2017-2023 mengatakan dalam masa jabatannya sudah melakukan peran setiap 
tahunnya sesuai dengan semestinya, pernyataan tersebut bisa dikuatkan dengan 
hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Agus Hriyanto selaku ketua 
BPD, beliau mengatakan:51 
Beliau selama menjabat sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dibantu oleh anggota BPD Pagerwesi yang lain seperti Mas 
Benny, Mas Agus dan Mbak Hepi menyampaikan bahwa memang benar 
kalau dalam mengemban amanah sebagai anggota BPD beliau bersama 
anggota belum menjalankan amanah tersebut dengan baik. Pernyataan 
tersebut disampaikan dengan alasan tingkat pendidikan yang berbeda, 
apalagi tidak di dukung dengan tingkat pemahaman mereka tentang 
hukum.Sehingga berjalan dengan sepengetahuan yang mereka pahami, 
dilain sisi besar harapan dari beliau bersama anggota yang lainya 
mengaharpakan adanya sebuah pelatihan bagi anggota BPD terutama 
pemahaman hukum. Karena sangat penting bagi beliau bersama anggota 
yang lain dalam membuat Peraturan Desa (Perdes). Selain itu, 
penjelasan dari beliau mengenai dengan keikut sertaannya bersama 
dengan anggota yang lain dalam menyusun peraturan desa. BPD 
melakukan penyusunan pembutan peraturan desa bersma dengan kepala 
desa dilakukan ala kadarnya sesuai intruksi dan kesepakatan dengan 
kepala desa beserta orang-orang yang berada dalam satu forum 
tersebut.BPD hanya mengikuti, mencatat dan menyetujui kalau memang 
disarasa satu forum setuju maka BPD serentak akan menyetujuinya. 
Pada intinya BPD tidak ingin terlalu ribet berpikir panjang dalam 
 
50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Desa 
51 Wawancara secara langsung dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagerwesi 
Agus Hariyanto: Wewenang Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 
22 Februari 2020 Pukul 20:15 WIB. 
 
































pembuatan peraturan yang menguras banyak waktu.Selama ini 
keikutsertaan BPD dalam pembuatan Anggaran Pembelian dan Belanja 
Desa (APBDes), dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa 
(RPJMDes).Beliau mengatakan dalam tahapan menyusun peraturan 
desa tidak bisa sepenuhnya terjadi seperti rapat DPR, hal tersebut 
dikarenakan keterbatasan anggota BPD yang berjumlah 4 orang. Disisi 
lain kalau dalam pembuatan peraturan desa nanti terdapat permasalahan 
atau dirasa kurang tepat. Sepenuhnya BPD akan bergantung pada kepala 
desa yang akan bertanggung jawab menjelasakan mengenai hal tersebut. 
(Sumber: Wawancara secara langsunng dengan Ketua Badan 
PermusyawaratanDesa (BPD) Desa Pagerwesi bapak Agus Hariyanto pada 
tanggal 22 Februari 2020) 
Berdasarkan hasi wawancara langsung kepada ketua BPD mengenai 
fungsi dan tugas BPD sebagai fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan dan 
mengawasi jalannya peraturan tersebut, baik pengawasan kebijakan maupun 
pengawasan terhadap anggaran.Akan tetapi dalam penyusunan peraturan desa 
sangat kurang serta terlihat masih lemah. Dalam penyususnan peraturan desa 
tersebut anggota BPD tidak beperan aktif melainkan hanya menyetujui apa 
yang dirasa penyususnan peraturan desa tersebut sudah sesuai menurut kepala 
desa dan disetujui, maka anggota BPD juga ikut setuju. Seharusnya anggota 
BPD benar-benar mengkaji dengan teliti mengenai keseluruhan pembuatan 
rancangan peraturan desa. 
Jika dilihat dalam ketentuan pasal 62 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang 
berbunyi: 
Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:  
a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa 
 
































b. Mengajukan pertanyaan 
c. Menyampaikan usulan dan/atau pendapat 
d. Memilih dan dipilih, dan 
e. Mendapat tunjanagn dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.52 
Sangat jelas dalam ketentuan Undang-undang di atas menyatakan 
bahwasanya anggota BPD tidak hanya tinggal mengikuti dan menyetujui 
pembuatan rancangan peraturan desa yang disetujui oleh kepala desa secara 
sepihak.Melainkan anggota BPD berhak berargumen mengusulkan rancangan 
peraturan desa, mengajukan pertanyaan yang dijamin oleh Undang-undang. 
Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPD pada masa jabatan 
2017-2023 sebagi berikut: 
1. MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) 
Musyawarah yang dilakukan bersama dengan masyarakat untuk 
menyalurkan aspirasi terkait keberlangsungan pembangunan Desa agar 
cepat terealisasi serta pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan 
yang di inginkan oleh masyarakat seperti pembangunan jalan desa, saluran 
irigasi, dan drainase. 
2. Rapat penyusunan pembuatan RAPBDesa 
Berkaitan dengan seluruh kegiatan penting yang disalurkan oleh 
 
52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
 
































masyarakat kepada desa yang telah disetujui kemudian masuk kedalam 
RAPBDesa untuk diserahkan ke Kabupaten untuk mendapatkan anggaran 
dalam jangka waktu 1 tahun. Kegiatan tersebut akan masuk ke dalam 
APBDesa. 
3. Rapat penyusunan RKPDesa (Rancangan Kerja Pemerintah Desa) 
Kegiatan musyawarah desa mengenai perencanaan pembangunan 
jangka menengah desa agar mengarah sesuai dengan tujuan, visi dan misi 
desa. 
4. LPJ APBDesa 
Berupa laporan mengenai kegiatan yang terdapat di APBDesa baik 
kegiatan yang terlaksana maupun tidak terlaksana agar ditindak lanjut oleh 
Badan Permusyawaratan Desa.Untuk laporan APBDesa dibuat setiap 
akhir tahun. 
b. Kinerja BPD dalam menggali, menampung serta menyalurkan aspirasi 
yang disampaikan oleh masyarakat 
   Aspirasi masyarakat adalah sejumlah gagasan atau ide berupa kebutuhan 
masyarakat dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan 
keterlibatan langsung dalam bentuk produk, jasa, pelayanan dan lain 
sebagainya yang wajib untuk bias dipenuhi sehingga dapat mencapai 
kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. 
 
































Aspirasi masyarakat merupakan usulan dan harapan dari masyarakat yang 
ditunjukkan kepada pemerintah lewat wakil mereka yakni BPD, supaya apa 
yang mereka usulkan supaya dapat tersampaikan dan bisa diwujudkan oleh 
pemerintah.53 
       Pernyataan Ketua BPD bapak Agus Hariyanto terkait menampung dan 
menyalurkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat:54 
Dalam menampung serta penyaluran aspirasi yangdilakukan oleh 
BPD, biasanya melalui mekanisme menerima aspirasi masyarakat 
yang disampaikan kepada RT atau RW terlebih dalulu setelah itu 
akan disampaikan oleh perwakilan RT untuk disampaikan ketika 
adanya musrenbang di balai desa, setelah itu ketika di musrenbang 
nanti baru BPD ikut menyampaikan aspirasi yang masyarakat akan 
di tampung agar yang masyarakat aspirasikan dapat diwujudkan. 
Contohnya yang aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada 
BPD masyarakat dari RT 10 menyamaikan aspirasi ke ketua RT nya 
agar pak lurah membangunkan jalan beton di setiap gang-gang 
rumah warga, ada juga dari RT 1,2,3,11 dan 12 itu menyampaikan ke 
RT nya agar dibangunkan tendon air bersih karena di 5 RT tadi 
sangat kekurangan air bersih. Itulah beberapa aspirasi yang 
disampaikan masyarakat di dalam musrenbang. 
(Sumber: Wawancara secara langsung dengan Ketua Badan 
PermusyawaratanDesa (BPD) Desa Pagerwesi bapak Agus Hariyanto pada 
tanggal 22 Februari 2020) 
 
53 Sumaryadi I Nyoman, SosiologiPemerintahan Dari Prespektif Pelayanan, Pemberdayaan, 
InteraksiDan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 
Hlm, 17.  
54 Wawancara secara langsung dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagerwesi 
Agus Hariyanto: Wewenang Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 
22 Februari 2020 Pukul 20:15 WIB. 
 
 
































 Ketua RT 10 Bapak Sunanto Mengatakan:55 
Terkait dengan masalah menampung aspirasi masyarakat yang ingin 
disampaikan ke ketua RT tidak begitu banyak. Sebenarnya ada 
sebagian masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, akan tetapi 
sebagaian ada yang berani ada yang tidak kalau di hitung 
kebanyakan hanya mengeluh ketika ketemu RT di warung sambil 
berbincang-bincang tentang keinginan mereka agar disampaikan ke 
pak lurah. Sebenarnya dari bapak RT sendiri sangat senang ketika 
ada masyarakat di RT berbondong-bondong rajin menyampaikan 
aspirasi ke beliau, hanya saja menurutnya alangkah lebih tepatnya 
agar disampaikan secara langsung ke anggota BPD yang nantinya 
pasti bakal ditampung oleh anggota BPD dan disampaikan ke pak 
lurah.  
(Sumber: Wawancara langsung dengan Bapak Sunanto ketua RT 10 pada 
tanggal 23 Februari 2020) 
Jika dilihat dari wawancara yang telah disampaikan di atas, sebenarnya 
cara BPD dalam menggali dan menampung aspirasi yang disampaikan oleh 
masyarakat kurang maksimal. Karena lebih tergantung dari laporan RT atau 
RW baru disampaikan ke BPD, sebenarnya jika diliht dalam Peraturan Menteri 
DAlam Negeri Nomor 110 tahun 2016 pasal 32 huruf a menjelakan bahwasanya 
tugas BPD tidak hanya manampung lalu menyalurkan aspiasi yang 
disampaikan oleh masyarakat melainkan juga menggali aspirasi masyarakat. 
Seharusnya BPD lebih terbuka dalam menggali aspirasi di lingkungan 
masyarakat, setelah itu BPD tampung untuk selanjutnya bisa di tuangkan dalam 
 
55 Wawancara secara langsung dengan Ketua RT 10 Desa Pagerwesi Sunanto: Wewenang Fungsi 
dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menggali masyarakat 
pada tanggal 23 Februari 2020 Pukul 19:30 WIB. 
 
 
































rapat kerja BPD agar disampaikan kepada kepala desa. 
         Dalam menampung dan pengelolaan aspirasi masyarakat yang harus 
dilakukan oleh BPD supaya apa yang masyarakat keluhkan dan masyarakat 
inginkan dapat terwujudkan. Sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang berbunyi:56 
1. Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di 
sekretariat BPD. 
2. Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan 
dan disampaikan dalam musyawarah BPD. 
Pasal 35 tentang pengelolaan aspirasi masyarakat sebagi berikut: 
1. BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan 
perumusan aspirasi.  
2. Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan pembidanganyang meliputi bidang pemerintahan, 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat 
Desa. 
3. Perumusan aspirasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk 
disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola 
 
56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
 
































penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat 
Desa. 
c. Pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa 
 Salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 
sebagai pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.Pengawasan merupakan 
salah satu fungsi menejemen dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan 
sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah di tetapkan serta untuk 
menjamin bahwa tujuan dapat tercapai secara hemat dan efisien.Pengawasan 
harus merupakan bagian yang pararel dengan upaya organisasi dalam mencapai 
tujuannya, sehingga pengawasan secara efektif dapat memberikan daya ungkit 
atau kontribusi nyata terhadap terselenggaranya menejemen pemerintahan yang 
baik. 
       Sistem pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang di 
lakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah proses kegiatan yang 
di tujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan 
rencana dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan 
Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan 
Permusyawaratan. Pengawasan tidak hanya melihat perkembangan seseorang 
tetapi pengawasan melihat sejauh mana seseorang tersebut melakukan tugas- 
 
































tugasnya dengan baik atau tidak.Pengawasan merupakan salah satu fungsi dan 
tugas yang dilakukan BPD terutama dalam mengawasi kepala desa. 
Tentunya sebagai mitra dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang 
bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa 
dan pemberdayaan masyarakat desa tentunya BPD berperan mengawasi kinerja 
kepala desa.Pengawasan yang dilakukan bukan hanya pada peran yang 
dilakukan oleh kepala desa, tetapi melakukan pengawasan terhadap program 
yang dijalankan, sikap dan perilaku yang dilakukan kepala desa dalam melayani 
masyarakat. 
Berkaitan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Ketua BPD Agus 
Hariyanto  mengatakan:57 
Terkait dengan pengawasan terhadap kinerja bapak Kepala Desa, 
sebenarnya sudah dilakukan oleh beliau bersama dengan anggota yang 
lain selalu melakukan pengawasan tapi tidak setiap hari harus diawasi. 
Namun pengawasan yang dilakukan, biasanya pengawasan lebih 
ditekankan di hal-hal yang sekiranya sangat penting terutama dalam 
pengawasan seperti APBDesa itu yang menjadi hal penting dalam 
pengawasan dari anggota BD yang beliau sampaikan. Selebihnya di luar 
dari APBDesa beliau bersama dengan anggota BPD yang lain  tidak 
begitu mengawasi, karena menurut beliau pengawasan hanya 
ditenkankan di masalah APBDesa yang menurutnya terkait dengan 
anggaran. BPD melakukan pengawasanya mengenai APBDesa, biasanya 
hanya dilakukan sebuah pengecekan di laporan mengenai setiap kegiatan 
yang dijalankan oleh pemerintah desa. Bukan hanya disitu saja, biasanya 
 
57 Wawancara secara langsung dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagerwesi 
Agus Hariyanto: Wewenang Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 
22 Februari 2020 Pukul 20:15 WIB. 
 
 
































bertanya ke sekretaris dan kaur keuangan desa dari situ nanti bias 
diketahui apakah ada kekeliruan atau tidak. 
(Sumber: Wawancara secara langsung dengan Ketua Badan 
PermusyawaratanDesa (BPD) Desa Pagerwesi bapak Agus Hariyanto pada 
tanggal 22 Februari 2020) 
Bapak Turheni selaku Bendahara Desa mengatakan terkait dengan 
pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja kepala Desa:58 
Menurut Bapak Turheni pengawasan yang dilakukan BPD untuk yang 
sekarang belum terlihat, beliau berpendapat BPD yang sekaran kurang 
begitu faham mengenai tugas dan fungsi yang harus mereka 
jalankan.BPD yang sekarang menurut beliau hanya berjalan di tempat 
entah itu dalam hal mengawasi kinerja Kepala Desa atau dalam menggali 
dan menampung aspirasi masyarakat. Terkait pengawasan kepada bapak 
Kepala Desa dalam pengawasan mengenai pengajuan program kegiatan, 
APBDesa, RPMJDesa ketika semuanya sampai di BPD langsung serentak 
anggota BPD menyentujui semua tanpa adanya pengajian terlebih dahulu 
terkait pengajuan semua kegiatan yang dilakukan oleh bapak Kepala Desa. 
Contohnya yang beliau katakana terkait dengan masalah anggaran pompa 
diesel untuk petani jambu Kristal semula di ajukan untuk dianggarkan 
namun pada kenyataanya sampai sekarang pompa diesel tersebut tidak 
dapat dilihat wujudnya, padahal pengajuan sebelumnya sudah di setujui 
oleh anggota BPD. 
(Sumber: Wawancara secara langsung dengan Bendahara Desa Bapak Turheni 
pada tanggal 25 Februari 2020) 
 
Bedasarkan hasil wawancara tersebut dapat di deskripasikan bahwasanya 
BPD dalam melakukan pengawasanya terhadap kinerja Kepala Desa . 
Pengawasan yang dilakukan oleh BPD sudah di jalankan, akan tetapi 
 
58 Wawancara secara langsung dengan Bendahara Desa Pagerwesi Turheni: Wewenang Fungsi dan 
Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 22 Februari 2020 Pukul 21:15 WIB. 
 
 
































pengawasan dalam sebuah program kerja yang diajukan oleh Kepala Desa. 
BPD kurang mengkaji dengan rinci sehingga mengakibatkan sebuah program 
yang semestinya diperuntukan sesuai dengan  sasaran dan kegunaan yang jelas, 
akhirnya program tersebut tidak terealisasikan dengan jelas.  
Agar dalam pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa yang dilakukan 
oleh BPD berjalan sesuai dengan semestinya.Sebaiknya BPD melaksanakan 
pengawasan berupa mengkaji bersama anggota BPD yang lainya untuk 
mengkaji program yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum 
menyetujuinya.Tidak hanya dalam pengawasan terhadap pengajuan program 
yang dilakukan oleh Kepala Desa, melainkan melakukan pengawasan terhadap 








































ANALIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP WEWENANG FUNGSI 
DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA 
PAGERWESI KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO 
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 
110 TAHUN 2016  
 
A. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Wewenang Fungsi dan Tugas 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah.Pemerintahan 
desa mempunyai kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya.Dalam hal yang menjadi hak-hak pemerintahan desa adalah 
sebagai ulil amri dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati 
ulil amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi 
kewenangannya disegala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa.59 
Paradigma pemikiran ulama fiqih merumuskan istilah Ahlul Halli Wal 
Aqdi oleh ulama fiqih sebagai Ahlu Halli Wal Aqdi yang bertindak sebagai 
wakil umat.Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, 
konsekuen, taqwa, adil dan kegigihan mereka didalam memeperjuangkan 
 





































kepentingan rakyatnya.Karena Ahlu Halli Wal Aqdi merupakan suatu lembaga 
pemilih.orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil rakyat dan salah tugasnya 
memilih khalifah dalam pemikiran ulama fiqih secara tidak langsung melalui 
perwakilan. Dilihat dari segi fungsional, sama seperti Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) ditingkat pusat, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
ditingkat daerah dan sampai pemerintahan terendah diIndonesia yaitu ditingkat 
desa yang dikenal dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).60 




Konstitusi dalam Fiqh Siyasah disebut juga dengan Dusturi.Kata ini 
berasal dari bahasa Persia.Dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang 
pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur 
berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara 
sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis 
(konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Konstitusi merupakan 
sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara, serta hubungan antar 
negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling 
 
60Darin Arif Mu’allifin.Hubungan Konstitusi dengan Tugas dan Fungsi Negara. Jurnal Ahkam Vol. 
4 No.1, 2016, 165. 
 

































Selain itu kata dustur dalam bahasa Indonesia, artinya adalah 
undang-undang dasar suatu negara.Maksudnya yaitu bahwasanya suatu 
peraturan desa diharuskan selaras dengan undang-undang atau peraturan 
yang berada di atasnya, terutama UUD 1945.62Peraturan Desa yang dimiliki 
oleh Desa Pagerwesi dapat dikatakan sudah sesuai dan tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang undangan yang berada di atasnya. Hanya saja 
dalam proses penyusunanya masih terdapat prosedur maupun masih 
lemanya pengkajian yang dilakukan oleh BPD dalam pembuatan peraturan 
desa. Hal itu disampaikan oleh Wahyu Sulistio sebagai tokoh masyarakat 
bahwa,63 
Menurut Wahyu Sulistio peraturan desa Pagerwesi yang selama ini 
dibuat tidak bertentangan dengan hukum islam karena jika dilihat 
hampir peraturan tersebuat tidak mendiskriminasi suatu kelompok 
maupun golongan yang ada di desa sini. Dapat dilihat peraturan desa 
pagerwesi bisa diterima umat Islam ataupun Kristen yang ada di 
pagerwesi, hanya saja prosedur yang dilakukan oleh BPD dalam 
melakukan penyusunan kurang begitu maksimal dikarenakan anggota 
BPD tidak begitu aktif dalam mengkaji pembuatan peraturan 
desa.Dapat saya katakana mereka hanya cenderung hanya setuju dan 
menyetujui tanpa melakukan pengkajian yang teliti. 
 
61 Ibid, 
62 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah- Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Indonesia: 
Pranadamedia Group, 2014), 178. 
63 Wawancara secara langsung dengan Tokoh Masyarakat Desa Pagerwesi Bapak Wahyu Sulistio: 
Wewenang Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 23 Februari 2020 
Pukul 21:15 WIB. 
 
 
































(Sumber: Wawancara secara langsung dengan Tokoh Masyarakat Desa 
Pagerwesi bapak Wahyu Sulistio pada tanggal 23 Februari 2020) 
b. Legislasi 
 
Dalam kajian Fiqh Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut 
juga dengan al-sulthah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasan pemerintah Islam 
dalam membuat dan menetapkan hukum. Dengan demikian unsur-unsur 
legislasi dalam Islam meliputi:  
1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum 
yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.  
2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.  
3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan 
nilai-nilai dasar syari’at Islam.64 
Wewenang dan fungsi lembaga Legislasi yaitu membentuk peraturan 
dan mengawasi jalannya peraturan tersebut, baik pengawasan kebijakan 
maupun pengawasan terhadap anggaran.Lembaga legislasi juga berhak 
meminta pertanggung jawaban laporan kegiatan dan laporan keuangan 
kepada eksekutif atau penyelenggaranegara. 
Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan fungsi dan tugas 
BPD dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah bahwa peraturan desa di Desa 
 
64 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah- Konstekstualisasi DoktrinPolitikIslam…187. 
 
 
































Pagerwesi sudah dibuat sesuai dengan hukum Islam.Wahyu Sulistio 
mengatakan peraturan desa sudah dibuat oleh BPD beserta Kepala Desa 
sudah sesuai sedangkan dalam fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan 
dan anggaran kurang terlihat karena kurangnya trasparani mengenai 
anggaran maupun program desa. 
Menurut penejelasan yang disampaikan oleh Wahyu Sulistio, 
sebenarnya untuk melakukan tugas dan fungsi BPD bersama dengan 
Kepala Desa dalam membuat peraturan desa terlaksana dan sudah 
disahkan hanya saja, untuk fungsi pengawasan yang dilakukan olah 
BPD tidak begitu terlihat terutama pengawasan terhadap kepala desa 
dalam pembuatan sebuah program untuk desa. Dalam pembuatan 
program tersebut sampai sekarang tidak adanya transparani kepada 
masyarakat, terutama trasnparansi mengenai anggara.65 
(Sumber: Wawancara secara langsung dengan Tokoh Masyarakat Desa 
Pagerwesi bapak Wahyu Sulistio pada tanggal 23 Februari 2020) 
c. Ummah 
 
Kata “ummah”atau biasa disebut dengan “umat” dalam ensiklopedia 
Indonesia, istilah “umat” mengandung empat macam pengertian, yaitu:  
1) Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar 
iman/sabda Tuhan. 
2) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi.  
3) Khalayak ramai, dan  
 
65 Wawancara secara langsung dengan Tokoh Masyarakat Desa Pagerwesi Bapak Wahyu Sulistio: 
Wewenang Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 23 Februari 2020 
Pukul 21:15 WIB. 
 
































4) Umum, seluruh, umat manusia.  
Hampir semua kata ummah dalam ayat-ayat makkiyah berarti bangsa, 
bagian dari bangsa.Selain untuk pengertian tersebut Ummah juga bermakna 
kelompok, kaum, pemimpin, dan manusia seluruhnya.66 
Berkaitan dengan fungsi BPD Desa Pagerwesi dalam Siyasah 
Dusturiyah, Wahyu Sulistio menjelaskan bahwa peraturan desa dibuat 
untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat,  
Menueut beliau kalau peraturan desa di Desa Pagerwesi ini dibuat 
untuk kepentingan orang di desa yang tujuanya sepenuhnya untuk 
kepentingan masyarakat, hanya saja mungkin peraturan di sini 
berbeda dengan peraturan di desa lain.67 
(Sumber: Wawancara secara langsung dengan Tokoh Masyarakat Desa 
Pagerwesi bapak Wahyu Sulistio pada tanggal 23 Februari 2020) 
Hasil wawancara yang dikatakan Bapak Wahyu Sulistio selaku tokoh 
masyarakat membuktikan bahwasanya peraturan yang dibuat oleh BPD 
selalu untuk kepentingan masyarakat, artinya apa yang dilakukan sesuai 
dengan siyasah dusturiyah umamah yaitu untuk kepentingan masyarakat. 
d. Syura  
Kata “syura” dalam Ar Raghib Al Ashfani mendefinisikan 
bahwasanya Syura adalah proses mengemukakan pendapat dengan saling 
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merevisi antara peserta Syura. Sejarah dengan pengertian ini, kata syura 
atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna 
segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk 
pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian, keputusan yang 
diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi 
kepentingan kehidupan manusia.68 
Berkaitan dengan siyasah dusturiyah bagian syura, lebih spesifiknya 
mengenai musyawarah yang dilakukan oleh BPD Desa Pagerwesi. Berdasarkan 
keterangan dari Tokoh Agama Wahyu Sulistio  
Dalam mengadakan musyawarah yang dilakukan oleh BPD tidak begitu 
sering dilakukan, biasanya musyawarah hanya BPD lakukan ketika ada 
kegiatan pembuatan Peraturan desa, MUSREMBANG, RAPBDesa, 
RPMJDesa dalam musyawarah tersebut ada unsur pemerintah desadan  
tokoh masyarakat.69 
(Sumber: Wawancara secara langsung dengan Tokoh Masyarakat Desa 
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Dari pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa wewenang fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa sebagai 
berikut : 
1. Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pagerwesi 
jikaditinjauberdasarkanSiyasah Dusturiyah.Badan Permusyawaratan desa 
(BPD)inisesuai dengan Ahlu Halli Wal Aqdi sebagai lembaga legislatif. 
Lembaga yang biasa dikenal dengan sebutan Syura. Tugas dari Ahlu Halli 
Wal Aqdi yaitu bertugas membuat atau merumuskan undang-undang, 
seperti yang berada di lingkup pemerintahan desa yaitu dengan istilah 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membentuk peraturan Desa. 
2. BPD selaku lembaga legislatif desa yang bertujuan sebagai penggerak roda 
pemerintahan desa yang beranggotakan tokoh masyarakat yang dipilih 
melalui prosedur yang berlaku. BPD di Desa Pagerwesi telah melaksanakan 
fungsi dan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mulai dari tugas 
dan fungsi Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, 
 
































Menamung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan Melaksanakan 
pengawasan kinerja Kepala Desa. Setelah melaksanakan fungsi dan 
tugasnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian membuat laporan 
kinerja dalam kurun waktu 1 Tahun anggaran. 
 
B. Saran 
Berangkat dari pemaparan di atas poin terpenting yaitu dibutuhkanya 
kesinambungan antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam menjalankan 
Pemerintahan Desa.Terutama dalam melakukan pemberdayaan pemuda 
maupun pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu di Desa Pagerwesi masih 
dibutuhkanya suatu kebijakan dan program Pemerintah Desa yang memang 
benar-benar mendukung kemajuan dalam sektor pembangunan desa serta 
kesejahteraan masyarakat Desa Pagerwesi. Terutama melibatkan sepenuhnya 
masyarakat dalam perumusan pembuatan kebijakan desa, pembuatan program 
pembangunan desa, dan pengawasan terhadap pemerintah Desa terutama 
adanya transparansi mengenai kinerja yang dilakuakan Kepala Desa maupun 
BPD.Agar nantinya Desa Pagerwesi bisa menjadi Desa yang lebih maju lagi di 
bidang sumber daya manusia, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. 
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